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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata, dan untuk
keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum pidana dapat
“pasti” dan “adil” sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang di
rumuskan dalam undang-undang dan atau kitab undang —undang (kodifikasi). Hal ini
tidak berarti hukum pidana yang ada di setiap negara di dunia berbentuk undang-
undang dan kodifikasi. Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undang
lainnya.'

Di dalam KUHP, ex: Wetboek van Straftrecht (WvS) dikenal istilah
strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah
delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan, atau tindakan pidana.’

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu

dengan ancaman pidana kepada barang siapa melakukannya, dan delik tersebut harus

ditujukan kepada :

1
e 55 2l:?ambang Poemnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993 cet ke 6,
m -

z 1bid, him 90



1. Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan
hukum (krenkingsdelicten), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2. Membahayakan suatu kepentingan hukum (gevaarzettingdelicten) yang di
bedakan menjadi:

a. Concrete gevaarzettingdelicten, seperti misalnya kejahatan membahayakan

keamanan umum bagi orang atau barang pasal 187 KUHP, pemalsuan surat

pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan
kerugian;

b. Absracte gevaarzettingdelicten, seperti dalam penghasutan sumpah palsu

dan sebagainya yang juga diatur didalam KUHP.}

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum,atau
melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam perumusan undang-undang hukum
pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia
mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.*

Sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia
diberikan berdasarkan berat tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
tindak pidana tersebut. Di dalam KUHP sanksi terhadap pelaku tindak pidana telah

diatur dengan jelas.

Dalam KUHP, hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang

”~
berbunyi sebagai berikut: A echNDip ‘X
AR “Wey S‘ e A
f 9" N "0")“ \
’ ! ~\ "'-'&.\\ Li
Ibid, him 92-93 L B F A
g Ibid, him 135 <% gt
.8 :-’. ' oe
""A. .;\
\\ &
\" 4



Pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Tutupam5
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain
yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Di antara bentuk pidana tersebut, pidana
mati (Doodstraft), merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang
diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan
berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4)

KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP*®

5

Undang-undang No.20 tahun 1946, Di undangkan pada tanggal 31 Oktober 1946. Dalam
Pasal 1-nya disebutkan bahwa selain dari hukuman pokok tersebut di atas ada hukuman pokok baru
yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.
Sedangkan pasal 2 ayat ayat 1-nya menyatakan “Dalam mengdlll orang vanJLmelakukan kelahatan

boleh mcmatuhkan hukuman tutupan.
e Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, him 107



Adanya perbedaan pendapat tentang “hukuman mati”, sebagian negara telah
menghapuskannya. Di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan
hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan
adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari
perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan
oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari
masyarakat atau pergaulan hidup. Selain itu kiranya tidak berlebihan jika mesti
diamati adat istiadat di Indonesia sehingga diharapkan suatu ketentuan dapat
membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Di suatu daerah tertentu, hubungan
keluarga sangatlah dijaga sehingga jika salah satu anggota keluarga di bunuh, semua
keluarga sampai sepupu lima kali berkewajiban untuk membunuh si pembunuh
tersebut. Dalam keadaan demikian, penghapusan hukuman mati sangat besar
resikonya.’

Hukum pidana pada Abad ke-16 hingga Abad ke-18 semata-mata dijalankan
untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat.
Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara umumnya dilakukan dengan
cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal biasa dijatuhkan terhadap
kejahatan yang terjadi di masyarakat ®

Secara umum hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman pidana yang

Ibid, him 108
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta ; PT Raja Grafindo, 2001, him 4

® =



dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dalam hukum pidana ada dua hal penting
yang perlu mendapat perhatian, yaitu tentang melakukan perbuatan pidana (actus
reus) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku tindak pidana dan mengenai
kesalahan (mens-rea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana,
subyek atau pelaku tindak' pidana. Secara umum dalam hukuman pidana hanya
mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas
kesalahan (culpabilitas) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada
pelaku tindak pidana, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana
juga harus ada unsur-unsur kesalahan.’

Didalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana lebih dikenal dengan kata
Jarimah. Suatu perbuatan dinamai Jarimah (tindak pidana,peristiwa pidana atau
delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau
masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan
masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus di pelihara dan
dijunjung tinggi keberadaannya.'®

Hukum Islam dalam menetapkan suatu Jarimah tidak bergantung pada ada
tidaknya kerugian dari hasil perbuatan Jarimah tadi, seperti kita ketahui tujuan dari
kehadiran agama Islam adalah penyempurnaan akhlak umatnya. Oleh karena itu

,segala perilaku akan dihadapkan pada moral tersebut, tak terkecuali halnya dengan

? M.Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Kapita Selekta Hukum Perbandingan Hukum
{(’)idana, Palembang : Unsri, 2006, him 1

7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (figih Jinayah ), Bandung : Pustaka Setia, 2000, him



Jarimah. Jadi, suatu perbuatan itu dinamai Jarimah atau bukan bergantung pada
sifatnya yaitu apakah perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan moral,
dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak, perbuatan tersebut dianggap sebagai
Jarimah."

Esensi dan pemberian hukuman bagi pelaku suatu Jarimah menurut Islam
adalah: Pertama, Pencegahan serta balasan (ar-radu waz zahru) dan Kedua adalah
perbaikan dan pengajaran (al-islah wat-tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku
Jarimah diharapkan tidak mengulangi preventif bagi orang lain untuk tidak
melakukan hal yang sama.'?

Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya
terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku
kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan
pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini Hukum Islam juga
berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara fa’dib (pendididikan) tidak menjerakan si
pelaku Jarimah dan malah sangat membahayakan masyarakat, hukuman fa’zir bisa
diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas. '?

Hukuman mati berbicara mengenai suatu cara penghukuman yang
mengakibatkan matinya seseorang, dalam hal ini isu mengenai pidana mati sendiri
sudah cukup lama berlangsung, tidak terkecuali Indonesia sendiri yang sampai saat

ini masih mencantumkan pidana dalam hukum positifnya. Pro dan kontra yang

I Ibid, him 19-20

12 Ibid, him 63
B Ibid, him 66



terjadi dimasyarakat seolah tak bisa hilang begitu saja, pidana mati yang telah ada
semenjak zaman penjajahan dulu selalu menjadi bahan pembicaraan diantara
masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap pemberian sanksi pidana mati terhadap
pelaku kejahatan tentu saja akan tetap setuju apabila pidana mati tetap dipertahankan
didalam hukum positif Indonesia. Hal itu dianggap akan memberi efek jera kepada
pelaku tindak pidana. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap pidana mati akan
tetap selalu menolak apabila pidana tetap dipertahankan didalam hukum positif
Indonesia, mereka beranggapan bahwa pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana mati akan melanggar hak asasi dari pelaku tindak pidana tersebut.
Dalam hal ini masyarakat yang kontra juga beranggapan, bahwa mati itu berada
ditangan Tuhan. Pertentangan mengenai pidana mati sendiri akan tetap ada selama
sanksi pidana mati tersebut masih ada.

Perdebatan mengenai sanksi pidana mati sendiri tidak hanya terjadi di
Indonesia tetapi juga terjadi di dunia Internasional, banyak Negara di dunia telah
menghapuskan sanksi pidana mati tersebut dari hukum mereka tapi ada juga yang
masih mempertahankan sanksi pidana mati tersebut dalam hukum mereka. Banyak
alasan dari Negara-negara tersebut untuk tetap mempertahankan ataupun
menghapuskan sanksi pidana mati tersebut dari hukum mereka.

Mendengar pidana mati, tentulah merupakan hal yang menakutkan bagi setiap
orang. Pidana mati merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan bagi pelaku tindak
pidana baik itu dalam hukum positif yang sebagaimana diatur dalam KUHP maupun

didalam Pidana Islam. Apakah ada pidana alternatif lainnya selain pidana mati baik



itu di Hukum Positif maupun dalam Pidana Islam?; apakah dengan dijatuhkannya
pidana mati dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di masyarakat? Dengan
melihat kenyataan dimasyarakat bahwa kejahatan semakin bertambah, apakah
hukuman mati masih diperlukan untuk menakuti dan memberi efek jera kepada
pelaku tindak pidana? karena pada dasamya Hukum Pidana sudah ada dengan sanksi
yang begitu hebat, tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? serta bagaimanakah sanksi
pidana mati di pandang dari Hukum positif Indonesia dan Pidana Islam?

Oleh karena itu, Penulis perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan
yang telah diuraikan diatas dalam sebuah penulisan skripsi berjudul
“PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF

INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM.”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis
mengambil permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sanksi pidana mati dalam Hukum positif Indonesia dan didalam
Hukum Pidana Islam?
2. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan sanksi pidana mati dalam Hukum

positif Indonesia dan didalam Hukum Pidana Islam?



C. Manfaat dan Tujuan
Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam
penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam khususnya
mengenai sanksi pidana mati.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dalam dunia
pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita terhadap Ilmu
Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya Pengetahuan tentang
Hukum Islam.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah
sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana perbandingan sanksi pidana mati didalam

Hukum positif Indonesia dan Pidana Islam.

D. Metodologi Penelitian
1.Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan
studi dokumen kepustakaan. Metode dari penelitian ini ialah perbandingan hukum

dari dua sistem hukum, sistem hukum positif dan sistem hukum pidana Islam, khusus

di bidang sanksi pidana mati.
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2.Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-
undangan tentang pidana mati.
3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif
yang bersumber pada data sekunder.
4. Sumber Data

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang
ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang
dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.
5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian ini melalui membaca, mempelajari, dan menelaah
buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
6. Analisis Data

Penambahan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan
hukum dan dianalisa dan disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif dalam

rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.
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